




























PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto Kode Pos 53114

Telepon (0281) 630700 Faksimile (0281) 634789
Laman: inspektorat.banyumaskab.go.id Pos-e: inspektorat@banyumaskab.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA
PENDAMPINGAN DAN PENILAIAN DESA ANTIKORUPSI TAHUN 2026

NOMOR : P/86/100.3.6/V/2026

I. Tujuan dan Dasar Hukum

A. Tujuan

1. Mendampingi  pemerintah  desa  dalam  melaksanakan  pembangunan

integritas sesuai dengan indikator desa antikorupsi di wilayahnya;

2. Melakukan  penilaian  terhadap  pemenuhan  indikator  desa  antikorupsi

sebelum ditetapkan sebagai desa antikorupsi.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi

sebagaimana  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  20  Tahun  2001

tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak

Pidana Korupsi;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi  Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

5. Undang-Undang Nomor  11  Tahun 2023 tentang  Pembentukan Provinsi

Jawa Tengah;

6. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas

7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 14 Tahun 2025 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas; dan

8. Bupati (Perbup) Banyumas Nomor 91 Tahun 2025 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

II. Tim Pelaksana

Tim  Pelaksana  Pendampingan  dan  Penilaian  Desa  Antikorupsi  terdiri  dari

Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah
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2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa 

3. Dinas Komunikasi dan Informatika

III. Tahapan Pelaksanaan

A. Pendampingan

1. Pendampingan  desa  antikorupsi  dilaksanakan  guna  memastikan

pelaksanaan  pembangunan  integritas  oleh  pemerintah  desa  melalui

kegiatan  desa  antikorupsi  sesuai  dengan  indikator  desa  antikorupsi

sebagaimana tercantum dalam Angka IV. 

2. Pendampingan dilaksanakan oleh personil/ tim yang ditunjuk oleh Kepala

Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan pada Angka II.

3. Pendampingan dapat dilakukan bersama-sama sesuai  dengan  timeline

Rencana  Kerja  Satgas  Pencegahan  Korupsi  Bidang  Penyuluhan,

Penilaian  dan  Monev  pada  Inspektorat  Daerah  Kabupaten  Banyumas

(terlampir)  atau  dapat  dilakukan  secara  terpisah  oleh  masing-masing

Perangkat Daerah tersebut. 

4. Pendampingan oleh personil/ tim dari masing-masing perangkat daerah

dilaksanakan pada indikator sesuai dengan yang tercantum pada Angka

IV.

B. Penilaian

1. Penilaian  desa  antikorupsi  dilaksanakan  guna  memberikan  simpulan

apakah desa yang telah ditetapkan oleh Bupati Banyumas sebagai desa

wilayah pembangunan desa antikorupsi  telah memenuhi kriteria sesuai

indikator desa antikorupsi dan layak ditetapkan sebagai desa antikorupsi.

2. Penilaian  dilaksanaan  oleh  2  (dua)  orang  yang  ditunjuk  oleh  Kepala

Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan pada Angka II dengan salah

satu personil dari Inspektorat Daerah ditunjuk sebagai Ketua Tim Penilai.

Personil yang telah ditunjuk sebagai pendamping dapat ditunjuk kembali

sebagai penilai.

3. Penilaian dilakukan secara bersama-sama melalui panel sesuai dengan

timeline Rencana Kerja Satgas Pencegahan Korupsi Bidang Penyuluhan,

Penilaian dan Monev pada Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas.

4. Penilaian  oleh  2  (dua)  orang yang ditunjuk  Kepala  Perangkat  Daerah

tersebut dilaksanakan pada seluruh indikator sesuai dengan penjelasan

yang tercantum pada Angka IV.

5. Pelaksanaan wawancara pada saat penilaian dapat dilakukan oleh seluruh

personil. Ketua Tim Penilai membagi tugas wawancara kepada anggota

tim  penilai  secara  proporsional  sebelum  pelaksanaan  penilaian  guna

efektivitas waktu penilaian. 
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6. Ketua Tim Penilai dapat meminta bantuan Penyuluh Anti Korupsi (PAKSI)

atau  personil  lain  pada  Inspektorat  Daerah  dalam  rangka  penilaian

lapangan sepanjang diberikan mandat oleh Inspektur Daerah.

7. Setiap Perangkat Daerah pelaksana penilaian menyumbangkan 1 (satu)

hasil  penilaian,  sehingga terdapat  3  (tiga)  hasil  penilaian  dari  3  (tiga)

Perangkat Daerah dan simpulan level hasil penilaian setiap indikator desa

antikorupsi berdasarkan pada pendapat terbanyak. 

IV. Indikator Desa Antikorupsi 

Indikator desa antikorupsi disusun sesuai dengan Buku Panduan Desa Antikorupsi

yang diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rincian indikator desa

antikorupsi  beserta  pelaksana  pendampingan/  penilaiannya  adalah  sebagai

berikut:

NO KOMPONEN INDIKATOR Pelaksana
Pendampinga

n

Pelaksana
Penilaian

I Penguatan 
Tata Laksana

I.1 Adanya Perdes/Keputusan 
Kepala Desa/SOP tentang 
Perencanaan, Pelaksanaan, 
Penatausahaan dan 
Pertanggungjawaban 
APBDes beserta  
Implementasinya.
(2 tahun terakhir)

Dinpermasdes Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

I.2 Adanya Perdes/Keputusan 
Kepala Desa/SOP mengenai 
Mekanisme Evaluasi Kinerja 
Perangkat Desa

Dinpermasdes Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

I.3 Adanya Perdes/Keputusan 
Kepala Desa/SOP tentang 
Pengendalian Gratifikasi, 
Suap dan Konflik 
Kepentingan

Inspektorat
Daerah

Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

I.4 Perjanjian Kerjasama antara Inspektorat Inspektorat
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NO KOMPONEN INDIKATOR Pelaksana
Pendampinga

n

Pelaksana
Penilaian

Pelaksana Kegiatan Anggaran
dengan Pihak Penyedia, dan 
telah melalui Proses 
Pengadaan Barang/Jasa di 
Desa

Daerah Daerah
Dinpermasdes

Dinkominfo

I.5 Adanya Perdes/Keputusan 
Kepala Desa/SOP tentang 
Pakta Integritas dan 
sejenisnya

Inspektorat
Daerah

Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

II Penguatan 
Pengawasan

II.1 Adanya Kegiatan 
Pengawasan dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Desa

Inspektorat
Daerah

Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

II.2 Adanya Tindak Lanjut Hasil 
Pembinaan, Petunjuk, 
Arahan, Pengawasan, dan 
Pemeriksaan dari 
Pemerintah Pusat/Daerah

Inspektorat
Daerah

Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

II.3 Tidak adanya Aparatur Desa 
dalam 3 (tiga) tahun terakhir 
yang terjerat Tindak Pidana 
Korupsi

Inspektorat
Daerah

Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

III Penguatan 
Kualitas 
Pelayanan 
Publik

III.1 Adanya Layanan Pengaduan 
bagi Masyarakat

Inspektorat
Daerah

Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

III.2 Adanya Survei Kepuasan 
Masyarakat (SKM) terhadap 
Layanan Pemerintah Desa

Dinpermasdes Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

III.3 Adanya Keterbukaan dan 
Akses Masyarakat Desa 
terhadap Informasi layanan 
pemerintah desa (kesehatan,
pendidikan, sosial, 
lingkungan,tramtibumlinmas,

Dinkominfo Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo
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NO KOMPONEN INDIKATOR Pelaksana
Pendampinga

n

Pelaksana
Penilaian

pekerjaan umum), 
Pembangunan, 
Kependudukan, Keuangan, 
dan Pelayanan lainnya.

III.4 Adanya Media Informasi 
tentang APBDes di Balai Desa
dan/atau tempat lain yang 
mudah diakses oleh 
Masyarakat

Dinkominfo Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

III.5 Adanya Maklumat Pelayanan Dinpermasdes Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

IV Penguatan 
Partisipasi 
Masyarakat

IV.1 Adanya Partisipasi dan 
Keterlibatan Masyarakat 
dalam Penyusunan RKP Desa

Dinpermasdes Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

IV.2 Adanya Kesadaran 
Masyarakat dalam 
Mencegah Terjadinya Praktik
Gratifikasi, Suap dan Konflik 
Kepentingan

Inspektorat
Daerah

Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

IV.3 Adanya Keterlibatan 
Lembaga Kemasyarakatan 
dalam Pelaksanaan 
Pembangunan Desa

Dinpermasdes Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

V Kearifan 
Lokal

V.1 Adanya Budaya Lokal/Hukum
Adat yang Mendorong Upaya
Pencegahan Tindak Pidana 
Korupsi

Inspektorat
Daerah

Inspektorat
Daerah

Dinpermasdes
Dinkominfo

V.2 Adanya Tokoh Masyarakat, Inspektorat Inspektorat
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NO KOMPONEN INDIKATOR Pelaksana
Pendampinga

n

Pelaksana
Penilaian

Tokoh Agama, Tokoh Adat, 
Tokoh Pemuda, dan Kaum 
Perempuan yang Mendorong
Upaya Pencegahan Tindak 
Pidana Korupsi

Daerah Daerah
Dinpermasdes

Dinkominfo

V. Penutup

Demikian Kerangka Acuan Kerja pelaksanaan kegiatan Desa Antikorupsi ini dibuat

untuk diketahui, dengan harapan semoga kegiatan ini dapat terlaksana dengan

baik dan dapat membangun integritas pada pemerintah dan masyarakat desa.

Mengetahui,
Inspektur Daerah

Kabupaten Banyumas,

Djoko Setyono, S.Sos., CGCAE., CGRE.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197002221990011002

${ttd3}

Satgas Pencegahan Korupsi
Ketua

Rina Ambarwati, S.E.
Pembina (IV/a)

NIP 196912171996032003

Inspektur Pembantu V

Mulyono, S.E., CFrA.
Pembina (IV/a)

NIP 197811022006041007

${ttd1}${ttd2}
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                Lampiran II
                Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas
                Nomor : P/214/400.7/V/2026
                Tanggal : 22 Mei 2026

 Hal : Undangan

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

PERTEMUAN ADVOKASI POSYANDU 6 SPM

KABUPATEN BANYUMAS

TAHUN 2026

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum

a. Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2007 tentang Pedoman   Pem-

bentukan Pokjanal Posyandu dan Pembinaan Posyandu;

c. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stun-

ting;

d. Peraturan  Presiden  Nomor  18  Tahun  2020  tentang  Rencana  Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024;

e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pe-

merintah;

f. Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

g. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 74 tahun 2015 tentang Peningkatan Kese-

hatan dan Pencegahan Penyakit;

h. Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2024 tentang Pos Pelayanan

Terpadu;

i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan

Pusat Kesehatan Masyarakat;

j. Peraturan Bupati  Banyumas Nomor 13 tahun 2025 tentang Pedoman Penye-

lenggaraan Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;

k. Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 287 tahun 2025 tentang Tim Pembina

Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Banyumas.
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2. Gambaran Umum Singkat

Posyandu tidak lagi hanya dikenal sebagai tempat penimbangan balita atau

imunisasi  bulanan.  Seiring  perkembangan  regulasi  dan  kebutuhan  masyarakat,

lembaga ini kini bertransformasi menjadi pusat pelayanan terpadu yang menyentuh

berbagai aspek kehidupan. Melalui Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, posyandu

diberi  mandat baru untuk menjalankan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM),

mencakup  bidang  kesehatan,  pendidikan,  sosial,  perumahan  rakyat,  pekerjaan

umum, serta ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Transformasi  ini  menjadikan  posyandu  bukan  sekadar  unit  kesehatan  di

desa, melainkan simpul pembangunan yang langsung bersentuhan dengan warga.

Keenam standar  pelayanan itu  mencerminkan kebutuhan mendasar  masyarakat,

yang  pelaksanaannya  di  tingkat  kabupaten  sangat  menentukan  kualitas  hidup

warga  sehari-hari.  Untuk  meningkatkan  peran  posyandu  secara  aktif  dan

menyeluruh,  diperlukan  penguatan  jejaring,  sosialisasi  inovasi,  dan  keterlibatan

masyarakat.

Posyandu berperan vital  dalam capaian SPM melalui  transformasi menjadi

pusat  layanan  terpadu  berbasis  6  bidang  (Kesehatan,  Pendidikan,  Pekerjaan

Umum, Perumahan, Sosial, Ketertiban), menjadi ujung tombak deteksi dini, edukasi,

pendataan,  dan  penyaluran  aspirasi  masyarakat,  memastikan  pemenuhan  hak

dasar dari  usia dini  hingga rentan, serta mengintegrasikan program lintas sektor

untuk  meningkatkan  kualitas  hidup  dan  pembangunan  manusia  di  tingkat

desa/kelurahan.

Dalam  rangka  mengetahui  perkembangan  posyandu  dan  meningkatkan

dukungan  lintas  sektor  terhadap  posyandu  di  Kabupaten  Banyumas  diperlukan

pertemuan koordinasi tim pembina posyandu di Kabupaten Banyumas.

B. TUJUAN

1. Menyusun dukungan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM ;

2. Mendorong keterlibatan perangkat daerah dalam pelaksanaan Posyandu 6 SPM ;

3. Meningkatkan pencapaian SPM kesehatan melalui peran serta 5 SPM yang lain.

C. NARASUMBER DAN PESERTA

1. NARASUMBER

NO NARASUMBER Jumlah
1. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas 1
2. Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Banyumas 1
3. Kabag. Tapem dan Kerja Sama Setda Kab. Banyumas 1

Jumlah 3
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2. PESERTA DINAS KESEHATAN DAN KB

NO PESERTA Jumlah

1.
Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Banyumas

1

2. Kabid Kesehatan Masyarakat 1
3. Tim kerja Promosi Kesehatan dan PM 2
4. Fungsional Madya Dinas Kesehatan dan KB 1

Jumlah 5

3. PESERTA PERTEMUAN LINTAS SEKTOR

NO NAMA JUMLAH

1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Banyumas 1
2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Kab. Banyumas 1

3.
Kepala  Dinas  Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  Kab.
Banyumas

1

4. Kepala BAPPERIDA Kab.Banyumas 1
5. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Banyumas 1
6. Kepala BKAD Kab. Banyumas 1
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Banyumas 1
8. Kepala Dinperkim Kabupaten Bamyumas 1
9. Kepala Dinas Pertanian Kab.Banyumas 1

10.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  Kab. Bany-
umas

1

11.
Plt.  Kepala  Dinas  Sosial,  Pemberdayaan  Perempuan,  dan
Perlindungan Anak Kabupaten Banyumas

1

12.
Kepala  Dinas  Arsip  dan  Perpustakaan  Daerah  Kabupaten
Banyumas

1

13. Kepala Satpol PP Kabupaten Banyumas 1
14. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Banyumas 1
15. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banyumas 1
16. Plh. Kabag. Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Banyumas 1
17. Kabid. Tata Kelola Keuangan dan Aset Desa Dinpermasdes 1

18.
Kabid. Kelembagaan  dan  Pemberdayaan  Masyarakat  Din-
permasdes

1

19. Ketua Bidang IV PKK Kabupaten Banyumas 1
JUMLAH 19

D. WAKTU & TEMPAT

1. Hari/Tanggal         : Rabu, 3 Juni 2026

2. Waktu : 08.00 – 15.30 WIB

3. Tempat : Ruang Arjuna Java Heritage Purwokerto
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E. SUSUNAN ACARA / RUNDOWN

Waktu Acara Penanggung Jawab
08.00 – 08.30 Registrasi Peserta Panitia
08.30 – 09.30 Pembukaan dan Doa MC dan Tokoh Agama

Sambutan dan pembukaan
Ketua  TP  Posyandu  Kab.
Banyumas

09.30-10.00 Arahan Penguatan 6 SPM Posyandu Sekda Kab. Banyumas

10.00 – 11.00 Capaian SPM Kabupaten Banyumas
Kabag. Tapem  dan  Kerja
Sama  Setda  Kabupaten
Banyumas

11.00-12.00
Peran  Posyandu  dalam  Pencapaian
SPM

Kepala Dinas 
Pemberdayaan Masyarakat 
Desa Kab. Banyumas

12.00-12.30 ISHOMA

12.30 – 13.30
Peran  Posyandu  Bidang  Kesehatan
dalam Pencapaian SPM Kesehatan

Kepala  Dinas  Kesehatan
dan KB

13.30-14.30
Diskusi Peran OPD dalam Pelaksanaan
Posyandu 6 SPM

Kabid. Kelembagaan dan 
Pemberdayaan Masyarakat 
Dinpermasdes

14.30 -15.30 Penyusunan RTL dan penutupan
Kabid. Kelembagaan  dan
Pemberdayaan  Masyarakat
Dinpermasdes

F. ANGGARAN

Biaya  bersumber  dari  anggaran  DAK  NON  FISIK  TA.  2026   Program  Peningkatan

Kapasitas  Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan  kegiatan  Perencanaan  Kebutuhan  Dan

Pendayagunaan  Sumber  Daya  Manusia  Kesehatan  Untuk  UKP  dan  UKM  di  Wilayah

Kabupaten/Kota.  Sub  kegiatan  Pembinaan  dan  Pengawasan  Sumber  Daya  Manusia

Kesehatan.

G. PENUTUP

 Dengan  adanya  kegiatan  ini  diharapkan  perangkat  daerah  semakin  aktif  dalam

mendukung pelaksanaan Posyandu 6 SPM di wilayah Kabupaten Banyumas.

Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga BerencKabupdr. DANI EST
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